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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Pemrintah Kota Batam secara spesifik adalah di 
Kantor Pemerintah Kota Batam yang berlokasi di Jl. Engku Putri No.1 Batam 
Centre – Batam – Kep. Riau (29464). Pemilihan lokasi penelitian pada Kantor 
Pemerintah Kota Batam pada bagian Sekretariat Daerah yang membahawahi 
asisten Administrasi Umum karena SKPD bersangkutan adalah penanggung 
jawab atas pelaksana pengelolaan atas perlengkapan dan aset tetap milik 
Pemerintah Kota Batam. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan 
metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 
menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2011). Penelitian ini 
disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang 
informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian 
deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh 
saat penelitian dilakukan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana 
penerapan PSAP menuju basis akrual dan kendala yang didapat pada 
Pemerintah Kota Batam. 
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C. Sumber Data dan Teknik Perolehan Data 
Jenis data yang digunakan adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian, antara 
lain wawancara dan obeservasi berupa daftar pertanyaan yang harus 
dijawab oleh beberapa entitas pelapor keuangan dan terjun langsung ke 
lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang penelitian 
yang akan dilakukan di Kantor Pemerintah Kota Batam. 
2. Data sekunder, yaitu data yang berbentuk catatan/dokumen yang sudah 
diolah untuk studi dokumentasi yaitu: a) Neraca, b) Rincian dan daftar aset 
tetap, c) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun 
2013 dan d) Kendala-kendala penerapan PSAP No. 07 tentang perlakuan 
akuntansi berbasis akrual untuk aset tetap yang terkait dengan pengelolaan 
aset tetap pada Kantor Pemerintah Kota Batam. 
D. Tahapan analisis data 
1. Menganalisis penerapan akuntansi basis akrual aset tetap untuk pelaporan 
keuangan Kantor Pemerintah Kota Batam sesuai dengan PSAP No. 07 
Tahun 2010 dengan indikator seperti yang terlihat pada tabel 3.1. 
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pemerintah Kota 
Batam dalam menerapkan akuntansi basis akrual (PSAP No. 07) dengan 
cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab 
atas pengelolaan aset tetap. Dimana wawancara akan mencakup beberapa 
indikator yaitu Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Aspek 
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Regulasi, Aspek Sosialisasi dan Ketiadaan Sanksi sesuai dengan SAP 
2010. 
3. Menyimpulkan hasil penelitian dengan cara melakukan perbandingan hasil 
analisis neraca yang berkenaan dengan aset tetap dengan PSAP No. 07 
berbasis akrual. 
Tabel 3.1 
Standar PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 
No. Keterangan Pengukuran 
1. Pengakuan Aset 
Tetap 
a. Berwujud 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan 
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi 
normal entitas 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 
digunakan. 
2. Pengukuran Aset 
Tetap 
a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 
b. Jika dengan biaya perolehan tidak memungkinkan 
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar 
pada saat perolehan 
3. Penilaian Awal 
Aset Tetap 
a. Diukur berdasarkan biaya perolehan. 
b. Bila diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset 
tersebut sebesar nilai wajar. 
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c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu 
entitas, biaya perolehan yang digunakan adalah 
ebesar nilai wajar. 
4. Pengeluaran 
Setelah Perolehan 
a. Yang memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan 
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, 
atau peningkatan standar kinerja, harus 
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 
bersangkutan. 
5. Pengukuran 
Berikutnya 
Terhadap 
Pengakuan Awal 
a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan. 
b. Apabila terjadi penilaian kembali, maka aset tetap 
disajikan dengan penyesuaian pada masing-
masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 
6. Akuntansi Tanah a. Diperlakukan sesuai dengan aset tetap yang lain. 
b. Adanya penguasaan bersifatpermanen terhadap 
pengakuan tanah di luar negeri. 
7. Aset Bersejarah a. Harus diungkapkan dalam CALK 
8. Aset Infrastruktur a. Memenuhi Karakteristik: 
- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan 
- Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain 
penggunaannya. 
- Tidak dapat dipindah-pindahkan 
- Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 
9. Aset Militer a. Harus diperlakukan seperti aset tetap lainnya jika 
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sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada 
pernyataan ini.  
10. Penghentian dan 
Pelepasan 
a. Dieliminasi ketika tidak ada manfaat ekonomi 
dimasa yang akan datang. 
b. Aset yang dieliminasi harus diungkapkan dalam 
CALK 
c. Aset yang dieliminasi harus dipindahkan ke pos 
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 
11. Pengungkapan a. Dasar penilaian 
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir 
periode 
c. Informasi penyusutan 
*Sumber PSAP 07, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
